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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

RESUME HASIL PEMERIKSAAN  

ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai 

Barat Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan 

Hasil Pemeriksaan Nomor 34.A/LHP/XIX.KUP/03/2023 tanggal 29 Maret 2023. 

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari 

salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan 

material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak 

dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan 

pendapat seperti itu. 

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap 

peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Manggarai Barat Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut. 

1. Pengelolaan pendapatan belum ditetapkan dengan peraturan yang memadai antara lain 

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 

yang salah satunya mengatur retribusi penilaian gedung dan bangunan (PBG) dan tarif 

pemanfaatan barang milik daerah berupa pemakaian kendaraan truk tronton belum 

ditetapkan. Sehingga pemerintah daerah belum memiliki dasar untuk memungut 

retribusi terhadap penerbitan PBG, dan tidak dapat melaksanakan proses pembinaan 

PBG berupa konsultasi, pelaksanaan inspeksi, penerbitan SLF, penerbitan SBKBG, 

persetujuan RTB, pendataan bangunan gedung dan dasar pengenaan atas tarif 

pemanfaatan barang milik daerah berupa truk tronton belum memiliki dasar hukum 

yang kuat; 

2. Terdapat kontrak pengadaan obat - obatan dan barang medis habis pakai pada RSUD 

Komodo yang tidak tersedia anggarannya pada TA 2022 senilai Rp973.445.490,00 yang 

akan membebani keuangan daerah TA 2023; dan 
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3. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Belum Tertib antara lain 
terdapat penggunaan dana pinjaman daerah yang tidak sesuai perjanjian pinjaman yang 
berpotensi menimbulkan resiko kegagalan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber 
dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum terbayar. 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati 
Manggarai Barat antara lain agar menginstruksikan. 

1. Kepala Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang untuk mengusulkan 
perubahan retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung 
dalam Peraturan Daerah dan menganggarkan penerimaan atas retribusi Persetujuan 
Bangunan Gedung tersebut ke dalam APBD;  

2. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan agar mengajukan 
pengusulan penetapan tarif sewa penggunaan truk tronton dalam Peraturan Daerah; 

3. Direktur RSUD untuk membuat pernyataan komitmen agar lebih cermat dalam 
pengawasan dan pengendalian atas penggunaan anggaran belanja terutama yang 
digunakan untuk pelayanan RSUD; 

4. Direktur RSUD untuk membuat pernyataan komitmen agar dalam setiap pengangkatan 
PPK memperhatikan fungsi pengendalian, antara lain tidak memiliki rangkap jabatan 
dan bebas dari benturan kepentingan di RSUD Komodo; dan 

5. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, Kepala Badan 
Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD dan Kepala Bidang Perbendaharaan selaku 
Kuasa BUD untuk membuat pernyataan komitmen yang menjamin bahwa dana 
pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT SMI digunakan 
sesuai dengan peruntukannya.  

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini. 

 

  Kupang, 29 Maret 2023 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Penanggung Jawab Pemeriksaan 
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